PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2025/MS.Cag

o alll ¥, pxi Y200
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat
antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, lahir di
Teunom pada tanggal 08 Juli 1969, agama Islam, pendidikan
terakhir Strata |, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Dusun Harapan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Aceh Jaya. Nomor Handphone 0813-9154-6043
Dan Domisili elektronik cutrasyidahspd87@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, NIK 1114011110650001, umur 56 tahun, lahir di Tanoh Manyang
pada tanggal 11 Oktober 1965, Agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
XXX XKXXXXXXXXXXXXXX,  Kabupaten Aceh Jaya.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12

Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang

pada tanggal 29 Aprii 2025 dengan register perkara Nomor

61/Pdt.G/2025/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

hari Kamis tanggal 19 September 1996 di KUA Kecamatan Teunom,
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Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor : 25/04/V/2004, tanggal 15 Mei 2008;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina

rumah tangga dengan bertempat kediaman di
XHXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, sampai dengan
sekarang;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 (dua)
orang anak yang bernama :

a. ANAK I, umur 28 tahun, NIK 1114015708970001, lahir di Teunom pada
tanggal 17 Agustus 1997, pendidikan terakhir SLTA,

b. ANAK II, umur 23 tahun, NIK 1114015406020001, lahir di Teunom pada
tanggal 14 Juni 2002, pendidikan terakhir SLTA;

Anak tersebut sekarang berada dalam Pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan
memuncak terjadi pada tahun 2018;

7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:

7.1. sejak tahun 2010 Tergugat mudah cemburu dan berbicara kasar
terhadap Penggugat sampai akhirnya Tergugat menampar Penggugat
jika Penggugat menjawab/membela diri;

7.2. Tergugat egois dan mudah emosi, sehingga mudah berselisih paham
dengan orang lain dan Tergugat membawa masalah tersebut ke
Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sedang asik menonton
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10.

11.

12.

13.

berita dan diganti sama anak sehingga Tergugat marah-marah pada
Penggugat dan anak-anak, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah pisah ranjang
dan tidak tinggal bersama lagi yang hingga kini selama lebih kurang 2
Tahun 2 bulan, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di
KXXXXXXKXXXXKXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat
berkediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka
hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;
Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan damai oleh Aparatur Gampong tetapi tidak berhasil;
Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan/Pekerjaan
Guru Ahli Muda/PNS, Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.l (Ill/d) dan telah
mendapat kan izin Cerai dari atasan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh
Jaya tentang Pemberian 1zin Perceraian Nomor
KXXXXXKXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Februari 2025;
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariiyah Calang cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam
status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin
dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 6 Februari
2025;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalili gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk  dengan NIK
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal
12 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
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dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 25/04/V/2004 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten
Bireuen tanggal 4 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114012804080117 atas nama
Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 3 Februari 2020. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani
oleh Tergugat dengan mengetahui Keuchik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bahagia,
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
abang kandung Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang telah menikah secara sah sejak 20 tahun yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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— Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

— Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering emosi
terhadap Penggugat dan sering berkata-kata kasar, saksi mengetahui
karena saksi sering melihat langsung Tergugat berkata kasar kepada
Penggugat;

— Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat ketika terjadi
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan
antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

— Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan damai oleh pihak keluarga bersama dengan aparatur
gampong, namun tidak berhasil;

— Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat.

2. SAKSI Il, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Imam
Mesijid, bertempat tinggal di Dusun Aula, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang
telah menikah sejak 20 tahun yang lalu;

— Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
XXXXXKXXXXXKXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan saat
ini;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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— Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun mulai terjadi pertengkaran terus
menerus;

— Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi harmonis, karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan
sering berkata-kata kasar, Tergugat juga sering mencurigai Penggugat;

— Bahwa cerita dari Tergugat langsung kepada saksi, Tergugat telah
menjatuhkan talak kepada Penggugat;

— Bahwa saksi sering memberi nasihat terhadap permasalahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap dari
Tergugat;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai saat ini;

— Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan damai oleh pihak keluarga bersama dengan aparatur
gampong, namun tidak berhasil;

— Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah
menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka
Penggugat telah mempunyai alas hukum (legal standing) untuk mengajukan
perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan
Agama,

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Mahkamah Syar’iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal
73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,
pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah
Calang;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat
telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Gugatan cerai, dengan
demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang lIzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat sering emosi terhadap Penggugat dan sering
berkata-kata kasar, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran, yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022
sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil
gugatannya telah menyerahkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta
keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh
Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, P.1 berupa Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 berupa Kutipan akta Nikah, dan
P.3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
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isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Mahkamah Syar’iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006
dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar’iyah Calang berwenang
secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan
P.3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat
telah menikah dengan Tergugat pada instansi yang berwenang, bukti P.3
tersebut menerangkan Tergugat merupakan kepala keluarga dan Penggugat
sebagai istri, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka
bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Cerai,
yang dibuat dan ditandatangani oleh  Tergugat, Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat pernyataan memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna seperti halnya akta autentik apabila surat tersebut diakui
kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang
menandatanganinya) sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata yang
menerangkan bahwa “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya
oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah
dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik
bagi orang-orang yang menandatanganinya”. Dalam hal ini Tergugat tidak
pernah hadir ke persidangan dan tidak dapat ditanyakan kebenaran dari surat
pernyataan tersebut, sehingga terhadap bukti P.4 ini tidak mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau

orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih
terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang disebabkan Tergugat sering emosi terhadap Penggugat
dan sering berkata-kata kasar, yang berujung antara Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;

4. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, pihak keluarga dan bahkan aparatur
Gampong sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah
ada upaya musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan
Tergugat;
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6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban
memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian
adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1998 telah diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang
suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak
lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak
berniat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami
istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan
perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan
dihubungkan dengan ketentuan diatas, telah cukup kebenaran dalil-dalil
gugatan Penggugat, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga
akhirnya rumah tangga yang telah dibangun sekian lama oleh Penggugat dan
Tergugat menjadi berantakan dan pada akhirnya terjadi perpisahan antara
Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak peduli lagi satu
dengan lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi untuk
dipertahankan sehingga telah terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 tersebut diatas
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak
dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk
itulah rumah tangga diadakan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an surat
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Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;
Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan
saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
Menimbang, bahwa Hakim berikut ini juga sependapat dengan
pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim
sebagai berikut:
1. Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Hakim sebagai berikut:
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Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada
bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami,
dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama
suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka,
maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”;
2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz Ill, Kitab
al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

Uuersdwel,

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula

membahayakan orang lain”.
3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

JS alid Msliafiblld 62> & 20 ,iu 8 Y92 8 JJ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian

rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan

talak satu”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa suami istri
yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan
pula dengan putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17
Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: “Bahwa cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan
fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
19747,

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998
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mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan
pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah
Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan
kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang
mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3
tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
1 tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan
telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan
fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan
upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar
perceraian;

Menimbang, bahwa setiap unsur tersebut dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam telah terpenuhi, dan fakta di persidangan perpisahan tempat
tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan
Desember 2022 sampai dengan sekarang, sehingga Hakim berpendapat telah
memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Pertimbangan Petitum
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret
1998, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum
Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291
yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Jolias lalss Liis 151 cas Wb liyadali o Wolia Wid 145 gt golalin)

& Wod> cuigol
Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap
suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila
tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya
sulit didamaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan
perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan
Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah
Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana
tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada
hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Zulgaidah 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal
Mahkamah Syar’iyah Calang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh
Afwan Zahri, S.H.Il.,, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:
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- Pendaftran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 60.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



